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Menimbang

a.

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri
Pekerjaan @ Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor
13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang
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Mengingat

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

2015-2019;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
135 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Menetapkan :

10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor
249);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 04) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 119);

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri

Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
08/PRT/M /2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan @ Umum dan  Perumahan  Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015-2019.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang
Rencana  Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang  Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 607) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat ini meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi
dan kewenangan, peran, kondisi saat awal perencanaan
dan kondisi hingga semester satu tahun 2019, potensi dan
permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis
berupa outcome atau impact, indikator kinerja utama, arah
kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program
berupa outcome, kegiatan dan sasaran kegiatan berupa
outcome yang terdiri atas output, target capaian, serta
pendanaan.

(2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat merupakan acuan bagi penyusunan rencana
strategis unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana
teknis.

(3) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih

lanjut oleh setiap unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum
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dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-

masing.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1638

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
AN RAKYAT
5 5 \Hukum,

\ '\\ =/
Pulyanta Setyahlgraha, SH. MSi.

NIP=$96212251993011001
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